
  

BUPATI GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR YG TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 45 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI, TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

Menimbang : 

Mengingat 

BUPATI GORONTALO, 

bahwa struktur organisasi pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaannya belum optimal 

sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata 

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822): 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran



Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5 234): 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679), 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

  

Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9), 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 

DESA. 

  

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

diubah sebagai berikut : 

PENERAPAN nanya 
Muram | SKFUp A51 BA 

21 
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1. Ketentuan huruf f Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Badan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa terdiri dari: 

a. 

b. 

g. 

h. 

Dinas, 

Sekretariat, membawahkan: 

1. Sub Bagian Perencanaan, 

2. Sub Bagian Keuangan, dan 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Bidang Pembangunan Desa, membawahkan : 

1. Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan: 

dan 

2.. Seksi Fasilitasi Kerjasama Desa. 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan: 

1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Desa, dan 

2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 

Desa. 

Bidang Penataan Pemerintahan Desa, membawahkan : 

1. Seksi Fasilitasi Penataan Pemerintahan Desa: dan 

2. Seksi Fasilitasi Administrasi Desa. 

Bidang Penataan Keuangan dan Aset Desa, 

membawahkan : | 

1. Seksi Penataan Keuangan Desa 

2. Seksi Penataan Aset Desa 

Unit Pelaksana Teknis Dinas: dan 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan huruf c dan huruf e Pasal 19 dihapus, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

  

KGROG | sKeof AS3 | sekoa jvwagur 

DL TAX 
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Pasal 19 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18, Bidang Penataan Pemerintahan Desa 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tata kelola 

kelembagaan Pemerintahan Desa dan Badan 

Permusyawaratan, 

b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tata kelola 

penyelenggaraan pemerintahan dan Perangkat Desa, 

c. dihapus, 

d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan 

administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan, 

e. dihapus, 

  

perumusan kebijakan dan fasilitasi pemilihan Kepala 

Desa, pengangkatan Perangkat Desa dan pengisian 

keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, 

g. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan 

kapasitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa, 

h. pelaksanaan bimbingan dan evaluasi perkembangan 

Desa/Kelurahan, dan 

Ii. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas 

dan fungsi kedinasan. 

  

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 21 

(1) Seksi Penataan Pemerintahan Desa mempunyai tugas 

menyiapkan, merumuskan, merencanakan, menyusun 

kebijakan dan memfasilitasi pemilihan Kepala Desa, 

pengangkatan Perangkat Desa dan pengisian keanggotaan 

Badan Permusyawaratan Desa, dan mengembangkan 

kapasitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
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Desa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai 

dengan tugas kedinasan. 

(2) Seksi Fasilitasi Administrasi Desa, mempunyai tugas 

menyiapkan, merumuskan, merencanakan, menyusun 

dan mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk 

teknis. pengelolaan Administrasi Desa/Kelurahan, 

petunjuk teknis pengelolaan administrasi pendapatan 

keuangan dan kekayaan Desa/Kelurahan, dan 

memfasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan 

Desa/Kelurahan, mengelola keuangan dan aset 

Desa/Kelurahan, melaksanakan sosialisasi pedoman 

dan petunjuk teknis kekayaan dan aset 

Desa/Kelurahan, membimbing dan mengevaluasi 

perkembangan Desa/Kelurahan, serta melaksanakan 

  

tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. 

4. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 4 (empat) pasal 

yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C dan Pasal 21D, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 21A 

Bidang Penataan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian urusan Dinas di Bidang Penataan 

Keuangan dan Aset Desa meliputi tata kelola administrasi 

& pengelolaan keuangan Desa, dan tata kelola adminitrasi aset 

Desa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan 

tugas kedinasan. 

Pasal 21B 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21A, Bidang Penataan Keuangan dan Aset 

Desa mempunyai fungsi: 

a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan 

administrasi pendapatan keuangan dan aset Desa, 

da Fr $
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b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan 

pengelolaan keuangan dan aset Desa, 

c. pelaksanaan bimbingan, pendampingan, monitoring dan 

evaluasi perkembangan pengelolaan keuangan dan aset 

Desa, 

d. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan 

pengelolaan pendapatan keuangan dan aset Desa: dan 

e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas 

dan fungsi kedinasan. 

Pasal 21C 

Bidang Penataan Keuangan dan Aset Desa membawahkan : 

a. Seksi Penataan Keuangan Desa: dan 

b. Seksi Penataan Aset Desa. 

Pasal 21D 

a) Seksi Penataan Keuangan Desa, mempunyai tugas 

melalukukan penyiapan regulasi, pedoman dan petunjuk 

teknis tatakelola adminitrasi keuangan Desa, menyusun 

rumusan pembagian alokasi anggaran Desa, menyiapkan 

petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi peraturan Desa 

tentang RAPBDesa, menyiapkan bahan untuk 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

APBDesa, menyusun rumusan laporan hasil pelaksanaan 

monitoring pengelolaan APBDesa, menyusun laporan 

realisasi dan konsolidasi pemanfaatan keuangan Desa 

setiap semester, menyiapkan bahan dan rumusan 

pembinaan pengelolaan keuangan Desa, serta 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

b) Seksi Penataan Aset Desa, mempunyai tugas menyiapkan, 

merumuskan, merencanakan, menyusun dan 

mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis 

    

    
   



Tu 

pengelolaan administrasi aset, petunjuk teknis 

pengelolaan administrasi pendapatan, kekayaan dan aset 

Desa, penyiapan bahan pembimbingan, pendampingan 

dan pembinaan pengelolaan aset Desa, serta menyusun 

rumusan laporan hasil pelaksanan monitoring pengelolaan 

aset Desa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya 

sesuai dengan tugas kedinasan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pada gal 9 fanvan 2018      

NELSON POMALINGO 

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal YG 1ANVAN 2618 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

BERITA DAERA 

MUH. RAH 

NIP. 1970      o 

   

    

    

IJAH U. TAYEB 

KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 9 

(TX BULOTO, SH 
15 199903 1 006



. 

AI 
“ 

pengelolaan administrasi aset, petunjuk teknis 

pengelolaan administrasi pendapatan, kekayaan dan aset 

Desa, penyiapan bahan pembimbingan, pendampingan 

dan pembinaan pengelolaan aset Desa, serta menyusun 

rumusan laporan hasil pelaksanan monitoring pengelolaan 

aset Desa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya 

sesuai dengan tugas kedinasan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

  

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

  

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 4 Adwwan 2618 

SEKRETARIS DAERAH BUPATEN GORONTALO,      

    AH U. TAYEB 

BERITA DAEB#    

    

KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 9 

MUH. RAHMA | . BULOTO, SH 
199903 1 006
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pengelolaan administrasi aset, petunjuk teknis 

pengelolaan administrasi pendapatan, kekayaan dan aset 

Desa, penyiapan bahan pembimbingan, pendampingan 

dan pembinaan pengelolaan aset Desa, serta menyusun 

rumusan laporan hasil pelaksanan monitoring pengelolaan 

aset Desa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya 

sesuai dengan tugas kedinasan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

  

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 9 tawan 2918 
:v,    

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal yg (dwan 299 
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

JAH U. TAYEB 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 9 

    MUH. RAHMAT 
NIP. 1970 199903 1 006 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 9 TAHUN 2018 

    

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

  

    
  

  

  

  
  

  
  

  

  
    
  

  

  
  

  

    

      

    
      

                
    
  
    FASILITASI KERJASAMA DESA     PENGEMBANGAN USAHA 

EKONOMI MASYARAKAT DESA     FASILITASI ADMINISTRASI 

DESA     PENATAAN ASET DESA   
  

  

  
  

UPTD 

  

    
1 
  

| UPTD | 
  

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

KL l 
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN 

PENYUSUNAN PROGRAM KEUANGAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

l l 1 1 
KELOMPOK BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG 

FUNGSIONAL PEMBANGUNAN DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENATAAN PEMERINTAHAN PENATAAN KEUANGAN DAN 
| DESA ASET DESA 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA FASILITASI PENATAAN ESA 
KAWASAN PERDESAAN DESA PEMERINTAHAN DESA PENATAAN KEUANGAN D 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
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